ABSTRAK

Perlindungan konsumen menjadi salah satu prinsip paling penting dalam sistem
hukum di Indonesia. Salah satu tujuan hukum perlindungan konsumen adalah
melindungi konsumen dengan mengatur tanggung jawab yang dapat dibebankan
kepada pelaku usaha jika kegiatan usahanya tersebut menimbulkan kerugian bagi
konsumen. Melalui penelitian ini, dilakukan tinjauan yuridis normatif mengenai
pengaturan tanggung jawab maskapai penerbangan jika terdapat penumpang gagal
terbang akibat kesalahan data black list maskapai dan analisis pertimbangan hakim
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 975/K/Pdt/2019. Perolehan data
didapatkan dari studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis data
kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab dan bentuk
pertanggungjawaban maskapai penerbangan diatur secara umum dalam Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 dan lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang No. 1
Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Perhubungan. Dasar pertimbangan hakim
dalam memutus permohonan kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
195/K/Pdt/2019 ini adalah karena Majelis Hakim melihat kejelasan gugatan
perbuatan melawan hukum dari para pemohon kasasi dan dapat dibuktikan.
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